|

V ‘

4 N
Y, \Z
—1 0@ \—

Universitas Indonesia

Kebijakan pemeerintah..., Wisnu Agung Prayogo, FIB Ul, 2009



SURAT KEPUTUSAN MENTER] PENERANGAN R.I.
No.71/SK/M/1967

tentang

PEMANFAATAN FILM IMPORT UNTUK KEPENTINGAN PRO-
DUKSI & REHABILITASI PERFILMAN NASIONAL

MENTERI PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA.

?nem'nba.ug

1. Bahwa untuk mengusahakan supaya produkn film nasional dapat
dihidupken kemkbali;

2. Bahwa vzruk memberikan peslindungan egar ars-ards dan karya-
wan film Indonesiz dapat mengabcikan an pada lapangan/bidang
perfillnan;

3. Bahwa untuk mengusahakan perbaikan murtu da.n tehnik film nasio-
nal, baik di dalam maupun di luar negeri;

4, Rahwa dalem waktu enam bulan vang akan datang ici tidak
munghiz dikarepkan adanra pembuatan produksi baru berhubung
secara "bedrlj."s~c!<ancm.lsch tidak dapar dipertapnggung iawabkau.

Mewngingat:
1. Penpres No. 1 tzhun 1964 tentang pembinaan pe—f' mzn nesional.
2, I\etc.:p.-_n M.P.R.S No.XXV AI/MP’{S/I%S lenteng Agama, Pendi-

dikan €zn Ketudavaan,
3. Kebijaksanaan Pemerintzh ditidasg Perfilman

Mendengar:
1. Szran-szrzn dea usul-usul serta pendapar dari Direkiur Jerderal

Radiu - TV-Film.
2. Pendapzt dazn usul-usul dari Dewan Pcngurus. Dewan Penasehat
Yayasan Film Departemen Peneranyan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
Pertams: Mewzjibkan semua bmportr film untuk memicll sunem
produksi & rehabiltasi Perfilman Nasional seharga Rp.250.000,- (dua
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ratus lima puluh ribu rupiah) bagi setiap film yang diimport gan/atau
yang tiba dipelabuhan Indonesia, terhitung dari tanggal 1 Januan
1968.

Kedus:Saham-saham yang dibeli importir tetap menjadi milik importr
vang membelinya dan dikeluarkan atas mamz pembelinya unruk
kepentingan produksi film nasicnel.

Ketiga: Penguasaan (beheer) daripada saham-saham dilakvkan oleh
Yavasan Film.

Keempat :Pemanfaatan saham-saham untuk produksi film nasional
ditentukan oleh suatu Dewen Produksi Film Nasional yang anggotapya
diangkat oleh Mexteri Penerangan.

Hzlima:Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputuszn ini akap
Giztur tersendiri oleh Menreri Penerangan cq. Direktur Jenderal
Rzadis- TV-Film.

Keenam:Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetzpkan dengan
‘caratan biizmzana kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalem Surat
Keputusar ini akan diadakan perobzhan seperiunyva.

- Ditetapkan di :Jakarta
Padz tangga! :15 Desember 1967

MENTERI PENERANGAN R.L
B.M.DIAH

Tindasan Surar Keputusan ini éikirim kepada :

Yth Sér.Ketva Kabinet Ampera

Yth Pzrz Menteri Kabine: Ampera

Yth Sdr.Sekjen/para Dirjen/Direkrur/Kepala Biro Deppen.
Dewazn Pengurus dan Dewan Penasehat Yayvasan Film.
Arsip

RSN

Sumber: Himpunan Peraturan Perfilman (1964-1978). Jakarta: Biro Hukum,
Departemen Penerangan, him 358-359.
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LAMPIRAN 2

SURAT KEPUTUSAN MENTFRI PENERANGAN R.I.

No.: 34/5K/M/1968
tentang
DEWAN PRODUKSI FILM NASIONAL

MENTER] PENERANGAN REPUBLIK INDONESTA,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Surat Keputusan
Menteri Penerangaz nomor 71/SK/M/67 tentang Pemanfastan Film
Impor untuk kepentngan Produksi & Rehabilitasi Perfilman Nasional,
perlu segera dibsatuk Dewan Produksi Film Nasional.

Mengingat :

1. Penetapan Presiden Nomor 1 tshua 1964 tentang pembinzza
Perfilman jis Ketetapan-ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966 dan
No, XXXIX/MPRS/1958.

2. Surat Keputusan Menteri Penerangan No. 71/SK/M/1967.

Membzaea : Surat Keputusan Direktur Jenderal Radio-T.V.—Fim,
Nomor 012/S.K./RTF/D/1967.

Mendengar : Saran dan pendapat Direktur Jenderal Ragdio—T.V.—
Film.

RE AL T W, N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENERANGAN TEN-
TANG DEWAN PRODUKSI FILM NASIONAL.

BAB 1
NAMA DAN KEDUDUKAN
Pasal 1

Dewan Produksi Film Nasional disingkat Dewan Produksi
berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
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BAB Il
STATUS, FUNGSI DAN TUGAS
Pasal 2 '
Dewan Procduksi adalah suatu Dewan vang melaksapnakan kebijak-

sanaan penggunaan uang saham produksi berdasarkan Surat Keputus-
an Menten Penerang~n No. 71/SK/M/1967. :

Pasal 3 =

Dewan Produksi menjalankan kebijaksanaan yang sesuai deagan
Xebijaksanaap Umum Pemerintah di bidang Perfilman.

Pasal 4

Peruilik saham dapat melaksapakean Produksi sendiri atau
menyerahikan kepada Dewan Produksi untuk menunjuk producer
pelzksana.

Dalam hal ini Dewan Produksi meneninkan kebijaksanaan yang
meliput persetujuan terhiadap script, peneptuan Artis & Karyawan,
biaya Produksi dan persetujuan/penunjukan terhadap producer yang
akan diserahi tugas pelaksanaan pembuatan produksi, serta merminta
pertanggiungan jawab procducer dalam pelaksanaan dan penyelesaian
pembuatan Film yang diserahkan kepadapya.

Pasal 5

Dewan Preduksi bertanggung jawab kepada Menteri Penerangan.

BAB III
SUSUNAN DEWAN PRODUKSI
Pasal 6
Dewan Produksi terdiri dari ahli-ahli yang diangkat berdasarkan
kecakapan, pepgalamap, pendidikan dan dedikasinya terhadap
perfilman Nasional, yang dipilih dari kalangan ahli-ahli Film Swasta
uan Pemerintah yang ridak mewakili organisasi atau tidak karena
jabaran.
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Pasal 7

Dewan Produksi terdiri dari 9 orang, yang terdiri dari seorang
Ketua Umum, Ketua I dan Ketua II dan 6 Anggota, yeng
rencerminkan integrasi dari ahli-ahli Film Swasta dan Pemerintah

_ di bidang Produks: Film, Karyawan arustik, karyawan tehnikz .a'nli
dalam. bidang pertunjukan (casting), impor/distributor dap cxhibitor.

Pasal 8

1. Anggota Dewan Produksi, termasuk Ketua Umum, Ketua I, Ketua
I dan para Anggota dizngkat dan diberhentikn dengan Surat
Keputusan Menteri Penerangan tersendiri.

2. Anggota Dewan Produksi, diangkat untuk jangka waktu 1 tahumn.
3. Setelah hzbis jangka waktunya, anggota Dewan Produksi dapat
diangkat kembali.

4. Arnggota dinyatakan berhenti apabila :
a. Meninggal dunia.
b. Pindah kedzerah lain di luar Jakarra.
c. Atas permintaan sendiri.

d. Diberhentikan oleh Mernieri Fenerangan.

Pasal 9
Dewzn Produksi diperlengkapi dengan sebuah Sekretariat.
\ BAB IV
BIAYA
Pasal 10
Biaya Dewan Produksi ditetapkan oleh Menteri Peneranean atas

usu) Dewan Produksi dan dibebankan nadz Zleya rroduksi yang telah
disetujui.
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BAB V
KETENTUAN PENUTUP
S a oty O

Dewan Produksi harus memberikan Laporan kegiatannya, baik
insidentl maupun periodik kepada Menteri Penerangan c.q. Direktur
Jenderal Radio— Film. :

Pasal 12

Tata kerja Dewan Produksi ditetapkan dalam suatu Lampiran yang
bernama ""Tata Kerja Dewan Produksi Film Nasional™. A

Pasal 13

Surat Keputusan ini mvulai berlaku secjak tanggal ditetzpkannya
dengan ketentuan bilamana kemudian ternyata terdapat kekeliruan
dalem surat Keputusan ini akan diadakan perobahan seperlunvya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Mei 1968.
'MENTERI PENERANGAN R.L
B.M. DIAH.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

Sekien Deppen.

Ijen Deppen.

Semua Dirjen Denpen. -
Semua Karo/Direktorat di Engkungan Deppen.
Lembaga Pendidikan Deppen. '
Badan Sensor Film.

Yayasan Film.

Giprodfin.

P.F.N.

10. Arsip.

P RN

.

0 %0 N o

Sumber: Himpinan Peraturan Perfilman (1964-1978). Jakarta: Biro Hukum,
Departemen Penerangan, him. 135-138.
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LAMPIRAN 3

dad SR

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENERANGAL
REPUBLIK INDONESIA,
Nomor : 59/Kep/ MENPEN/1969
tentang '

DEWAN FILM NASIONAL
MENTER!I PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa untuk mendampingi Menteri Penerangan di
dalam membina pertumbuhan dan perkembangan kehidupan perfilm-
an di Indonesia perlu segera dibentuk Dewan Film Nasional.

Mengingat : ==
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara nomor
XIX/MPRS/1966.
2. Ketetepan Majelis Permusyawaratan Rakvat Sementara zomor
XXXIX/MPRS/1958.
Undang-undang comor 5 tahun 1949.
4. Fenstapan Presiden nomor 1 tahun 1964 vang dengan kekuaran
Undang-undang nemor S tzhun 1969 dinyatakan sebagai Undang-

undang,

b

Merdengar @

Saran Dewzn Produksi Film Nasional.

Szran Pengurus din Penasehat Yayasan Film. ‘

- Saran Qrang-orang terkemuka dari Organisasi-organicasi di bidang
Perfilman. :

4. Pertimbaagan Direktur Jenderal Radie-Televisi-Film.

L PO N

Memutuskan:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENERANCAN TEN-
TANG DEWAN FILM NASIONAL.

Pasal 1.

Dewan Film Nasional disingkat Dewan Film, berkeduduk-z Zi-
[bukota Republik Indonesia
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Pasal 2

Dewan Film adalabh suatu Lembega dalam lingkungan Departemen
Penerangan yang berfungsi sebagai .Badan Penasebat M{:nt:n
Penerangan dan mendampingi Menteri Peperangan di dalam bidang
pembinaan perfilman dalam arti yang seluas-iuasnya.

Pasal 3

Ruang lingkup kegiatan Dewan Film meliputi Sektor-sektor :
a. Permodalan.
b. Pembuatan Film-
c. Penyensoran Film.
d. Distribusi Film.
¢. Pertunjukan dan Perbioskopan.
f. Import-export Film.
g. Pembekalan dap Pengadaan bahan-bahan baku dan spareparts.
h. Kekaryawanan.
i. Kegiatan lain yang bertalian dengan pembinaan Perfilman.

Pasal 4

Dewan Film, sesuai dengan status dan fungsinya seperti tertera

delam pasal 2 dan 3 bertugss :

2. Mendampingi Menteri Pencrangan di dalam merumuskan kebijak-
sanaan umum teatang pembinzan Perfilman.

b. Meudampingi Menteri Peperangan di dalam Perencanaza dan
peayustpan program tentang pembinaan Perfiman.

¢. Mendampingi Menteri Pecerangan dalam memampung dan me-
nanggapi pendapat masvarakat umum, khususoya dari kalangan
perfilman Nasional mengenai kehidupan perfilman.

d. Mendampingi Menteri Peaerangar dzlam merumuskan dan me-
ngawasi pelaksanaan norma-rorma ethiek di bidang perfilman.

Pasal S.
Susunan Dewan Film terdiri dari 17 orang anggota sebagai berikut:
a. Ketua merangkap anggota — diangkat dari kalangan perfilm-
an Swasta.
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b. Wakil Ketua merangkap -~ Pejabat Departernen Penerang-
anggota. an, yang bertugas dibidang Film.

¢ Sekretaris merangkap anggota — Seorang Pejabat dari Departe-
men Penerangan,

Anggota
Angpota
Anggota
. Anggota
Anpggota Diaagkat dari kalangan perfilman Swasta.
Anggota
Anggota
. Anggota
Anggota
-Anggoata

B oo Mmoo,

. Anggota

Anggota Diangkat dari kalangzn Femerintah.
. Angpota

. Anggota

ol I

Pasal §
Untuk melzancarkan pekerjaan s=hari-hari dibectuk Des2a Pekerja
Harian yang terdiri dari sebanyak-bzsyzknya § oraag yang susunannya
akan ditetapkan te-sendiri. ;

Pasal 7

a. Anggota Dewan Film diangkat dan diberhes:ikan oleh Meoteri
Penerangan untuk masa jabatan selama 2 tzhun.

b. Apggota yang sudah selesai masa jebzlennya dapat diangkat
kembali.

Pus2] 8
Anggaran Belanja Dewan Film ditetapkan dengan Surar Keputusan

Menteri Penerangan dan dibehe-%zn pada Anggaran Belanja
Departemen Penerangan.
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Pasal 9
Tata-kerja Dewan Film ditetapkan dalam peraturan tersendiri,
Pasa] 10

Hal-ha! yang belum diatur dalam Surat Keputusan inj akan diatur
lebih lanjut oleh Menteri Penerangan, -

Surat Keputusan ini mulai berlaky pada tangpal ditetapkan.

Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini aken
diadakan pembetulan sebagaimaga mestinya

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 29 Juli 1969,
Meated Penerangan R.1.

BOEDIARDIO.

Laksamana Madya Udara.

Salinan Surat Keputusan ini di-

sampatkan kepada ;

1. Presiden Republik Indonesia,

2. Para Mexteri.

3. Sekretaris Negara,

4. Dewan Perwakilan Rakyat
Gotorg Rovoag.

3. Sekretaris Jenderal dan Para
Direktur Jenderal Deppen,

6. Kepala Biro/Dircktorat/Inspek-
torat dilingkungan Deppen,

7. Arsip.

Sumber: Himpunan Peraturan Perfilman (1964-1978). Jakarta: Biro Hukum,
Departemen Penerangan, him. 129-132.
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LAMPIRAN 4

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENERANGAN
REPUBLIK INDONESIA
No.40/KEP/MENPEN/1971

tenlang

MODULASI SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENERANGAN
No.71/SK/M/1967 TENTANG PEMANFAATAN FILM IMPORT
UNTUK KEPENTINGAN PRODUKS] & REHABILITASI
PERFTLMAN NASIONAL

MENTERI PENERANGAN REPUBLIK INDONESiA

Menimbang:

1. Bahwa pelaksanaan dana menurut Sumat Keputusaa Menter e
nerangan No.71/SK/Ms1967 telah ternyzia bermanfaar b °
perkembangzr perfilman Nasional, khususuyz dibidang produksi;

. Bahwa berhubung meninghatnya aktifitas perfilman disamgping pro-
duksi, dirasakan perlunya perleasan pemanfazian/pendayagunian
dana untuk menunjang aktfiras periiimen diszkter-sekior lzinnya;

3. Bakwa tanpa meagurangai maksud dan tujuen Surat Keputusan

Menieri Penerangan No.71/SK/M/1067, dirasza periu mengatur pro-
sedur pemakaizn danz/modal, bimbingar seria pengawasannya de-
ngan modulasi Surat Keputusan Menteri Penerangan No.71/SK/M/
_ 147, :

rJ

Mengingat:

1. Undang-undang ;*2.1/Pnps/1964 tenteng Pembinaan Perfliman Na-
sional; o

2. Keetzpan M.P.R.S.No. XXVI/MFRS/1966 tentang Agama, Pendi-
dikzn dan Kebudayaan.

3. Su:at Keputusan Menteri Penerangan No. T18R/B 1967 cumane-
Xis; : ,

4. Rerormiendasi Dewan Filra Nasional;

Mendengar:

1. Direktur Jenderal Radio-TV-Film;

2. Dewan Film Nasional;

MEMUTUSKAN
Menetapkan: PERLUASAN PENGGUNAAN LANG DANA MENU-
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RUT SURAT KEPUTUSAK MENTERI PENERANGAN NO.71/SK/
M/1967 sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Yang dimaksud dalam Surat Keputusan ini denpan Uang Dapa
ialah himpunan dana yang dikumpulkan berdasarkan Surat Keputus-
an Menteri Penerzangan No.71/5K/M/1967, yang dimanfaatkan untuk
mesunjang usaha-usaha peaingkatan pembinazan perfilman Nasjonal
meaurut kebijaksanaan Permerintah ¢q. Menteri Penerzngan dalam
bidapg Pembinaan Perfilman Nasional.

BAB II
DANA
Pasal 2

Himpunan dzna termazisud pasal 1 diatas merupakan Dana
Perbinzan Film Nasional, Yezg diadministrasikan secara khusus oleh
Menteri Penerangan.

Pasal' 3

Dana Pernbinaan Perfilmar Nasional diperuniukkan bagi pembina-
&n Gzlam sektor-sekrar: -

a. produksi
b, tmpor, dan
€. sarana pernerturnjukan,

Pasal 4
Menteri Penerangzn menelapkan kebijaksanaan tentang penyedia-
2n jumlah biaya untuk keperluan-keperluan tersebut dalam pasal 3-

Setiap . tahunnya demgan Surat Keputusan Menteri Penerzngan
berdasarkan perhitupgar pemasukan jumlah film impor.
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~ Pesal 5
PCUjalﬂhan beaya untuk tiap-tiap sektor tersebut dzlam paszl] 3
ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Penerangan secara

tersendiri berdasarkan’ rencana kerja yang disusun oleh Direktur
Jenderz! Radio-Televisi-Film cq.Direktur Film.

Pasal 6

Pengadministrasian uang Dapa dilakukan oleh Direktur Pelakszna
Yayasan Film, yang bertanggung jawab kepada Menteri Pensrangan.

Pasal 7
Perencanaan, penyediaan dan penggunaan Dansz diziur oleh
Direktur Pelaksana Yayasan Film berdasarkan prosedur vang
ditetapkan oleh Direktur Jenderzl Radio-Televisi-Film.
BAB III
PENGAWASAN
Pasal 8
(1) Pengawzsan serta penyelenggarazn pe’ng_gr.;.naan_ﬁ cliaktxen oigh

Direktur Jenderal Radio-Televisi-Film untuk dan ztzs nema Men-
teri Penerangan.

{2) Pelaksznaan operasionil ayat (1) pasal ini giiakukan eleh Direivur
Film. -

BAB IV
FPENUTUP
Pasa] 9

(1} Hal-ha! yang belum cukup digtur dalam Surat Keputusan ini zkan
diztur kermudiag jika ternyata diperfukan.
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(2) Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di-

2

iﬁ-—i

T

—

G RN

kemudian hari ternyzta terdapat kekeliruan didalamnya meka
.akan diadakan pembetulan/penyempurnazn seperiunya.

Ditetepkan di : Jakarta
pada wanggal : 21 Aprl 1971

MENTERI PENERANGAN R.I.
BOEDIARDIO
Laksamana Madya Udara

INAN Surat Keputuian ini disampaikan umtuk diketahui kepada
Bapak Presiden R.L

Para Menreri

Sekrezaris Negarz RUL

Sekreraris Kzbinet Pembangunzn.

. Sdr.Sekjen/Sdr Irjen/Para Dig=n/Pera Dirckrur/Para Kepala Biro

Derpen.

5. Dewan Fengurus dan Dewan Penaschat Yayasas Film.

. ATLIp

Sumber: Himpunan Peraturan Perfilman (1964-1978). Jakarta: Biro Hukum,

Departemen Penerangan, him. 381-384.
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LAMPIRAN 5

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PENERANGAN, MENTERI DALAM NEGERI
DAN MENTER! PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No.: 49/KEP/MENPEN/1975
No.: 86 A TAHUN 1975
No.: 096 a/U/1973

tentang

WAJIB EDAR DAN WAJIB PUTAR FILM NASIONAL
SERTA PENERTIBAN REKLAME FILM

MENTERI PENERANGAN, MENTERI DALAM NEGERI -
DAN MENTER] PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang  : 2. bahwa sudah merupakan tekad dari Femerniniah
dan unsur-unsur perfitman untk merjadikan film
nasicnal sebagai tuan rumah di negeri senciri;

b. baliwa perlu ditetapkan peraturan yzng menjamin
kelancaran dan ketertiban peredaran serta pemer-
tujukan film nasional di dalam negery;

c. bakwa rexlame film yzng dipublikasikan di
Indonesia harus rmemenull ketemuan-reienruan
vang berlaku dengan memperhatikan segl-segl
kepercayaan dan keagzmaap, Kesusizan, adat-
istiadat, keamanan dan ketertiban emum;

d. bahwa oleh karenanya perlu ditetzpkan ketentuan-
ketentuzn mengenai wajib edar dam wzjib putar
filrr nasionz! serta penertibzn reklame film.

1. Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1957;
2. Undang-Undang No. 1/Pnps/1964 c.a;
3. Undang-Undang No. 5 Tabun 1974; }
4. Keputusan Presiden No. 9 Tahun 1973;

Mengingat
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5. Keputusan Presiden No. 6/M/74;

6. Keputusan Presiden No. 44 jo 45 Tahun 1974;

7. Surat Keputusan Menteri Penerangan No. 42/
Kep/Menpen/1971;

8. Surat Keputusan Menteri Penerangan No. 43/
Kep/Menpen/1971;

9. Surat Keputusan Menteri Penerangan No. 17/
Kep/Menpen/1972;

i0. Surat Keputusan Menteri Penerangan No. 1€/
Kep/Menpen/1972;

11. Surat Keputusan Menteri Penerangan No. 58/B/
Kep/Menpen/1973.

MEMUTUSKAN:

Menetzpkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTER] PENERANG-
AN, MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG
WAJIB EDAR DAN WA'IB EDAR DAN WAIB
PUTAR FILM NASIONAL SERTA PENERTIB-
AN REKLAME FILM.

BAB 1
KETENTUANUMUM
Pasal 1

Yang dimaksud dalam Keputusan Berszma ini dengar :

2. Film Nazsignal, ialeh film produksi nzsional dalam EBenruk film
cerita berzkuran 16 mm, 35 mm dag 70 mm;

b. Bicskop, ialah gedung pertunjukan film untuk umem yang tela!
wemperoleh izin usaha dari Pemerintah Daerzh:

- Perusahaan Produksi Film Nasional, izlah peruszhazn nasional
yang bergerak di bidang pembuztan film dan tel:h mendzpatkan
pengakuan dari Meateri Penerangan;

d. P.T. Peredaran Film Indonesia, unmtuk selanjutnva dicebur P.T.
PERFIN, ialah perusahzan nasional yang khusus menvelengparakan
peredaran film pasional, yang saham-sahamova  dimiiiki oleh
Persatuan Perusahaan Film Indopesia (P.P.FI) dan Gabungan.
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Pengusaha Bioskop Seluruh lodonesia (G.P.B.5.1.) serta teizh
mendapatkan pengakuzn dari Meoteri Penerangan;

¢. P.T. Peredaran Film Indonesia Cabang, untuk selanjutnya disebut
P.T. PERFIN Cabang, ialah perusahaan nasional vang khusus
meryelenggarakan peredaran film nasional dan merupakan cabang
usaha dari P.T. PERFIN, berdomisili didaerah-daerah di Juar
Jakzrte serta telah mendapatkan pengakuan dari Menteri Penerang-
an;

f. Harga Tanda Masuk Bioskop (H.T.M.) ialah tarip tertizzgi uatuk
pertunjukan film dj bioskop yanp ditetzpkan aleh Pemerinrah
Daerzh dan terdini dar tarip jasa bioskop, tarip jasa-fiim, paiak
tontonan daerah serta pungutan-pangutan lain yang diadakan oleh
Pemerintah Pusat/Daerah, tidak termasuk pungutan-pungutan
tambahan yang bersifat sementara:

g. Reklame Film, ialah sedap publikasi dari sebuah flm vang
berbentuk iklap, poster, stiliphoto. slide, klise, banner, pamfjer.
brosur, balikoo, foider, plakat dan lzin-lain,

BAB II
WAJIB EDAR FIL} NASTONAL
' Pasz] 2
Peruszhasn Produksi Film Nasionz] diwajibkan urivk mesngedarkan

Aim-filmnya dalam batas wakty 3. (tiga) bulan terhitung sejak tzogeal
lulus sensor, ‘

. Pasal 3

Pengusaha Bicskop dan P.T. PERFIN ciwzjibkan membaniy terfaksa-
nanya keteatuap pasal 2 kepuiusan ipi.
BAB Il
VWAJIB PUTAR FILM NASIONAL
Pusal 4

(1) Pengusaha Bioskop divajibian memutar fiim nasional sekurang-
Xurangnya 2 (dua) judu! dalzam 1 {zz1u) bulan;
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(2) Pemutaran film npasional tersebut ayat (1) pasal ini ditentukan
sebagai berikut :

2 Judul pertama mulai diputar pada hari Kamis setiap awal
bulan; . )

b. Judul kedua mulai diputar pada hari Juma'at dalam minggu lain
pada bulan yang szrma;

c. Ketepruzn wajib putar film nasional tersebut dalam ayat (1)
pasal ini tidak mengurangi kemungkinan-kemungkinaa untuk
pemutaran film nasiopal yaog lebih dari 2 (dua) judul setiap
bulzonya.

(2} Kewajiben memutar film nasional tersebut ayat (1) pasal ini
dilaksanekan dengan keteniuan sebagai berikut :

a. Hai pertusjukan minimal (minimum play date) 2 (dua) hari;

b, Mutu flm disesuzikan dengzc golomgan bioskop., hai mana
iatur secora musyawarah apizra P.T. PERFIN dan/atau P,
PERFIN Cabang dengan pengusana bioskap.

Pasal 5
Kelapjatan pertumjukan  sesudah batas hari-periunjukan-minimal
te=sebut pasal 4 avat (3) keputusan ixi, diatur berdasarkan persetujuan
bersaraa antara pihak pengusaha bioskop dengan P.T. PERFIN
dan’/ztzu P.T. PERFIN Cabang yang bersangkutan.

BARB IV
HARGA TANDA MASUK BIOSKOP DAN PEMEAGIANNY A
Pasal 6

Harga Tandz Masuk Bioskop (H.T.M.) untuk film nasicza! ditetaphen
oler Kepala Dzerah setempat dengan cara menyederhanzkan kompo-
rex-komponen H.T.M. yang didasarkean atas periimbarngan :

a. Kzlkuvlasi yang wajar berdasarkan rorma-porma perdé&gangan yang

sehat;
b. Kekuatan daya beli masyarzkat;
c. Penggolongan dzn penetapan kelas bagi tiap-tizp bioskep.
Pasal 7

Hacga Tanda Masuk (H.T.M.) setelah dipotong dengan Pajzk
Tontonan (P.T.0.) sesuai dengan peraturan daerah yang bersangkutan,
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maka sisanya dibagi untuk jasa-film dan jasa-bioskop dengan
perbandingan jumlah yang sama.

BAB V
PENERTIBAN REKLAME FILM
Pasal 8 )

(r Materi dad semua reklame-film yang hendak dipublikasikag di
Iodonesia harus memperoleh persetujuan terlebih dahuiu dzn
Pemerintzh c.q. padan Sensor Film, Departemen Penerzngan;

(2) lzin pelzksanaan publikasi reklame-film tersebut ayat {1) pasa! ini
diberikan oleh Kepala Daerah setempat,

BAB V]
KETENTUAN PIDANA
Pasal 9

(1) Perusahazn Produksi Film Nasicnal, P.T. PERFIN dan/ztan P.T.
PERFIN Cabasg yang tidak mestaati ketentuan-ketentuzn dalam
keputusan bersama ini, dapar dikenzkan sanksi berupa pencabutan
surat pengakuan perusahaan oleh Depariemen’Pederan-on cdzn/
2iau pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang beriaku.

{¢) Fenguieha bieskop yarg tidak mentaati ketertian-keteniuan
dzlam keputusan bersame trd, dzpat dikemakan sznksi berupe
pencabuian izin usaka di bidang perbioskopan oleh Kepalz Dzerzh
setempat dan/atau pidana sesuai dengan hetentuan hukum yang
berliakuy,

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Pengevwasan terhadap pelaksanaan keputusan bersama ini dilakukan
oleh Badan Pembinaan Perfilman Dazersh yang dibentuk cleh
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan diketuai oleh Kepzla Kantor

Wilavah Departemen Pererangan deagan Supgaura-zrgganta yang
terdil dari wnsur-unsur Pemerintah Daerah, Kejaksaan, Kepolisian,

Sumber: Himpunan Peraturan Perfilman (1964-1978). Jakarta: Biro Hukum,
Departemen Penerangan.
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LAMPIRAN 6

% -DJAJA Theater, kalau muter film nasional, biasanya padat penonton, film
silat juga masih menarik, kalau filmnya tinggi bermutu ----- malah jadi agak
sepi. Tanpa AC.

o wW k. L

* Bioskop RIVOLI, suka mutar film India secara khusus, Dari gedung seder-
hana. meniadi gedung modern dalam waktu singkat,
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* KRAMAT Theater, sejak zaman masih jadi Rex Theater, film? actioy
paling menarik publik. Kini kalau film nasional yang baik diputar disini,
tonnya memenuhi trotoir didepannya. Tanpa AC.

a%s

* JAKARTA Theater, gedung bioskop terbaik di i a, yang j pi
produser? nasional agar bisa menampung pemutaran film? nasional pada week-ené
{lnzer : Sudewo, direktur Jakarta Theater yang mempunyai pandangan luas ten-
tang pemasaran filmj. AC=nya cukup banyak Pembzngunan belum selesai.

Sumber: Mgjalah Cinta, tanggal 12 Agustus 1974, him. 6-7.
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